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MOTTO

“Sebuah mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir, itu membutuhkan
keringat, tekad dan kerja keras”

(Colin Powell)
“Setiap orang suci punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan”

(Oscar Wilde)
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Kekerasan seksual kerap terjadi dimana pun dan kapan pun, sasarannya tidak
terbatas pada suatu gender dan juga usia, baik perempuan, laki-laki, orang tua
maupun anak-anak semuanya tidak luput dari ancaman menjadi korban kekerasan
seksual. Konsep kekerasan seksual secara umum memang sudah difasilitasi terkait
aturan hukumnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia. Dalam beberapa aturan tersebut menyiratkan bahwa tindak pidana
kekerasaan seksual memiliki unsur berupa adanya daya paksa atau
ketidakmauan/penolakan korban. Namun yang menjadi permasalahan adalah
bagaimana jika korban tersebut tidak berkemampuan untuk melakukan penolakan
atas perbuatan tersebut dalam hal ini korban adalah jenazah/mayat yang tidak
memiliki daya upaya untuk menolak terjadinya perbuatan itu. Beberapa kasus
perbuatan persetubuhan terhadap jenazah/mayat yang terjadi di Indonesia
terkadang hanya menerapkan pasal persetubuhan yang ada dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, padahal unsur delik yang ada dalam pasal
tersebut tentu berbeda dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Sehingga, sering
kali para pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) ini justru lepas dari jerat
hukuman. Kemudian, pada awal tahun 2023 lalu Pemerintah Republik Indonesia
resmi mengundangkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan aturan Pasal
271 mengenai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun
aturan dalam Pasal 271 ini tidak menyebutkan secara gamblang apa saja kategori
perbuatan yang masuk kedalam memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Hal
ini kemudian yang akan menimbulkan penafsiran yang berbeda antar setiap orang,
karena frasa “tidak beradab” dianggap terlalu luas sehingga mengakibatkan adanya
ketidakjelasan norma.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persetubuhan terhadap
mayat (nekrofilia) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengetahui
bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat
(nekrofilia). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berupaya
untuk menguraikan isu hukum mengenai adanya kekaburan norma yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti dan kemudian dianalisis
menggunakan bahan-bahan hukum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya,
yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum



primer, sekunder dan sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi
dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara
normatif kualitatif, berdasarkan interpretasi dan argumentasi hukum.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa persetubuhan terhadap mayat
(nekrofilia) tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan menurut
KUHP dan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini dikarenakan
perbuatan persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) tidak memenuhi rumusan
unsur kedua undang-undang ini, dimana pada undang-undang tersebut
mensyaratkan korban sebagai konsep “orang” yang dinilai merupakan manusia
yang masih bernyawa atau masih hidup dan bukan mayat atau orang yang sudah
meninggal. Namun, persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana, yakni tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak
beradab menurut Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru Dalam hal ini, berdasarkan penafsiran
gramatikal yang dilakukan penulis konteks perbuatan “memperlakukan jenazah
secara tidak beradab” termasuk di dalamnya perbuatan menyetubuhi jenazah. Akan
tetapi, perlu digarisbawahi bahwa apabila merujuk pada penafsiran autentik atau
penjelasan ketentuan yang ada dalam Pasal 270 KUHP Baru maka makna jenazah
pada Pasal 271 KUHP Baru diartikan sebagai orang yang sudah mati dan sudah
dikubur. Sehingga persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) menurut aturan ini
hanya bisa melingkupi pada perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terhadap
jenazah yang sudah di kubur. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan
pemaknaan jenazah menurut undang-undang ini, yang seharusnya juga meliputi
mayat/jenazah yang belum dikubur.

Dalam dunia medis, nekrofilia sendiri tidak memiliki tempat/kode khusus dalam
pengkategoriannya. Menurut World Health Organization (WHO) dan American
Psychiatric Association (APA), nekrofilia tidak memiliki tempat di dalam penyakit
mental. Sebaliknya, menurut DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders _fifth edition) nekrofilia sendiri termasuk ke dalam kategori parafilia
(kelainan seksual). Oleh karena hal tersebut, maka pelaku sudah sepantasnya
dianggap sebagai orang yang mampu menyadari, menginsyafi perbuatannya dan
menentukan kehendak bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang amoral dan
dilarang. Pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi
atau hukuman pidana, karena perbuatannya telah melanggar aturan dan juga
memenuhi 3 tolak ukur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana
pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi pidana
memperlakukan jenazah secara tidak beradab berdasarkan Pasal 271 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP Baru) dengan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku
berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak
kategori III, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun perbuatan
persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dan pertanggungjawaban pidana pelaku
baru bisa ditindaklanjuti dan dikenakan pidana melalui pasal ini, setelah undang-
undang ini berlaku yakni 3 tahun sejak diundangkan.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perbuatan persetubuhan terhadap mayat
(nekrofilia) yang dihubungkan dengan tindak pidana yang ada dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui apakah
perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengetahui bagaimana
konsep pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap mayat
(nekrofilia). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk
menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer,
sekunder dan sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumen dan
studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif
kualitatif, berdasarkan interpretasi dan argumentasi hukum.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persetubuhan terhadap mayat
(nekrofilia) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni tindak pidana
memperlakukan jenazah secara tidak beradab menurut Pasal 271 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
Pelaku persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi atau
hukuman pidana, karena perbuatannya telah melanggar aturan dan juga memenuhi
3 tolak ukur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku
persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dapat dikenakan sanksi pidana
berdasarkan pasal tersebut di atas. Diterangkan bahwa jenis sanksi pidana yang
dapat dikenakan terhadap pelaku berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak kategori I1I, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah). Namun perbuatan persetubuhan terhadap mayat (nekrofilia) dan
pertanggungjawaban pidana pelaku baru bisa ditindaklanjuti dan dikenakan pidana
melalui pasal ini, setelah undang-undang ini berlaku yakni 3 tahun sejak
diundangkan.

Kata Kkunci (keyword): Persetubuhan Terhadap Mayat (Nekrofilia),
Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.
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menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang
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pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan
dan membantu pengarahan serta masukan kepada penulis pada penelitian awal

penulisan proposal skripsi;

. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku
salah satu Dosen pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu mengarahkan
dan memberikan masukan kepada penulis pada penulisan proposal skripsi dan
pengerjaan skripsi. Termasuk kakak-kakak yang tergabung dalam PT. Borneo
Development Project dan Kantor Hukum Justitia Van Bemmelen yaitu, kak
Hendry Yanova, kak Syauqi Mahendra dan kak Muhammad Rudiansyah
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. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.,
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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APA = American Psychiatric Association

DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

DSM-5 = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
fifth edition

HAM = Hak Asasi Manusia

ICD = Internasional Classification of Diseases

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUHP/KUHP Lama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana)
KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-
Undang Undang Hukum Pidana
WHO = World Health Organization
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